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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya dan
proses mediasi yang dilakukan BPN Kabupaten Tabanan dalam sengketa tanah
yaitu dengan menerima pengaduan yang selanjutnya akan diberikan surat tanda
terima pengaduan yang setiap perkembangannya akan dicatat dalam register
penyelesaian sengketa dan dilaporkan kepada Kepala BPN Kabupaten Tabanan.
Selanjutnya dilakukannya pengumpulan data secara yuridis dan kemudian petugas
lapangan melakukan peninjauan ke lapangan guna menyesuaikan data fisik dengan
data yuridis yang terkumpul. Setelah melakukan hal tersebut petugas melakukan
analisis yang menjadikannya suatu sengketa dan selanjutnya diadakan mediasi.
BPN sebagai fasilitator sekaligus menunjuk mediator melakukan panggilan untuk
melaksanakan mediasi. Mediasi ini hanya dilakukan selama 3 kali yang dimana
keputusan akhirnya berdasarkan para pihak dengan adanya Surat pemberitahuan
Mediasi. Mediasi di Kantor BPN Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa tanah
sudah sesuai dengan Penyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/Kepala

BPN 21/2020). 3 Mei 2021

71



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut: Kantor BPN Kabupaten Tabanan dan juga
masyarakat harusnya lebih mengedepankan upaya-upaya dan proses melalui jalur
non litigasi terutama mediasi karena tidak semua orang bisa dan mengerti dalam
menempuh jalur litigasi/pengadilan. Jalur non litigasi jauh lebih efektif dan tidak
memakan biaya dan waktu yang banyak. Dengan demikian tidak adanya
penumpukan kasus di dalam pengadilan dan masyarakat yang mempunyai masalah
dalam sengketa tanah yang dalam penyelesaiannya dilakukan secara mediasi

menghasilkan keputusan yang bersifat win-win solution.
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LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM

. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor: 0622/V/CVD-FH Yogyakarta, 29 November 2021
Hal  :Tjin Risct

Kepada Yth.
Kepala BPN Kabupaten Tabanan

JI. P. Seribu No 16, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali
di Tempat

Dengan hormat,

Scbagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karcna itu
data-data yang akan diperolch hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, schingga tidsk
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehub dengan hal but, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin

riset / penelitian atau berkas dan yang diperlukan guna key gan niset / pencl
kepada mahasiswa kami :
I. Nama : 1 Gusti Ngursh Bagus Sathya Winandika
2. Nomor Mahasiswa : 180513084
3. Program Kckhususan . Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali
5. Dosen Pembimbing | : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.
Dosen Pembimbing 1 b
6. Judul Skripsi : Penyelesaian Sengk Tansh Melalw Mediasi di Kabup
Tabanan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.
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Gambar 1: Surat Keterangan ljin Riset Kampus
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y" KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
2 PROVINSI BALI

Jalan Pulau Seribu No. 16 Tabanan, Kode Pos. 82111, Telp. 0361-811573, Email : Kantah_tabanan@yahoo.co.id

o

Nomor : UP.02.03/5115-51.02/XI11/2021 Tabanan, 23 Desember 2021
Sifat : Segera

Lampiran: 1(Satu) Exp

Hal : [jin Riset

Yth - Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Yogyakarta.

Menunjuk surat wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta nomor : 0622/V/CVD-FH, tanggal 29 November 2021 perihal
seperti tersebut di atas, bersama ini dapat disampaikan bahwa pada
prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa an I Gusti Ngurah Bagus
Sathya Winandika untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka

penyusunan penulisan hukum/skripsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tabanan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Kepala Kantor Pertanahan

Heryanto, S.SiT.,M.H
NIP. 19710125 199303 1 006

EBIE]  Dokumen ini sah dan telah ditand. sccara clekt k melalul e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan
keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat hitps //eoffice atrbpn.go id/
A Al vie
=
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Gambar 2: Surat Keterangan Telah Diterima Melakukan Riset di BPN

Kabupaten Tabanan
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- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI

Jalan Pulau Seribu No. 16 Tabanan, Kode Pos. 82111, Telp. 0361-811573, Email : Kantah_tabanan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET
NOMOR : 1\ / SKet-51.02.UP.02.03 /1/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ Heryanto, S.SiT.M.H

NIP 119710125 199303 1 006

Pangkat/ Golongan  : Pembina Tk. | (IV/b)

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : 1 Gusti Ngurah Bagus Sathya Winandika
Tempat/ Tgl Lahir Denpasar, 21 Agustus 1999

Alamat : JL.Srigunting No.7 Dajan Peken, Tabanan Bali.
KTP No 1 5102052108990001

Bahwa memang benar telah melaksanakan riset/penelitian terkait penyusunan penulisan
hukum/skripsi di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan pada tanggal 30 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan. 4 Januari 2022

anahan
Kabupaten TAbanan |‘

Heryantos S.SiT., M.H
NIP. 19710125 199303 1 006

Gambar 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset/Penelitian di BPN

Kabupaten Tabanan
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